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Abstrak
 

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Micro Finance Institution (MFI) sebagai bahagian dari Lembaga

Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian negara, khususnya

perekonomian masyarakat kecil dan menengah yang secara umum berada di wilayah pedesaan. Lembaga

Keuangan Mikro melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pelaku usaha kecil dan mikro serta

masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga

Keuangan Mikro dengan memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik

melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat,

pengelolaan simpanan, dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata–mata

mencari keuntungan. Oleh sebab itu Lembaga Keuangan Mikro haruslah dikelola dengan baik berdasarkan

prinsip kehati-hatian dan Good Coorporate Governance. Dengan demikian diperlukan Lembaga Pengawas,

yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengeluarkan pengaturan dan pengawasan terhadap

sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dan

kegiatan usaha LKM, yang mana salah satu bahagiannya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), agar

berjalan sesuai aturan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai peran Otoritas

Jasa Keuangan dalam mengawasi LKM di Indonesia dan implementasi pengawasan oleh Otoritas Jasa

Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro.

 

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Pendekatan masalah

yang digunakan adalah normatif-terapan. Data yang digunakan  adalah data sekunder yang terdiri dari bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara

kualitatif.

 

Hasil penelitian menunjukkan OJK dalam mengawasi LKM melakukan fungsi pengawasan dengan

berkordinasi kepada Kementerian Koperasi dan UMKM dan kepada Kementerian dalam Negeri

sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan

Mikro. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, pembinaan dan

pengawasan LKM didelegasikan oleh OJK kepada pemerintah kabupaten/kota dan apabila pemerintah

kabupaten/kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan

LKM kepada pihak lain yang ditunjuk. Disisi lain terhadap BPR, OJK melakukan penyehatan terhadap BPR

bermasalah melalui mekanisme Bail in berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

......Microfinance Institutions (MFI) as part of Financial Institutions have a very important role in the
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development of the country's economy, especially the economy of small and medium-sized communities

who are generally located in rural areas. Microfinance Institutions carry out activities of providing financial

services to small and micro business actors as well as low-income communities based on Law Number 1 of

2013 concerning Microfinance Institutions by providing business development services and community

empowerment, both through loans and micro-scale financing. business to members. and the community,

manage deposits, and provide consulting services for business development that are not solely for profit.

Therefore, Microfinance Institutions must be managed properly based on the principles of prudence and

Good Corporate Governance. Therefore, a supervisory agency is needed, namely the Financial Services

Authority (OJK) which was established based on Law Number 21 of  2011 concerning the Financial

Services Authority as the institution that issues regulation and supervision of the financial services sector.

The Financial Services Authority has the responsibility to ensure the management and business activities of

MFI, The Financial Services Authority has the responsibility to ensure that the management and business

activities of MFI, including Rural Bank (BPR), run according to applicable regulations. The formulation of

the problem in this study is about the role of OJK in monitoring MFI in Indonesia and implementation of

OJK supervision on Microfinance Institutions.

 

This research is a normative juridical law research with analytical descriptive research type. The problem

approach used is normative application. The data used is secondary data consisting of primary legal

materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, then the data analysis is carried out

qualitatively.

 

The results of the study show that OJK in supervising MFI performs a supervisory function in coordination

with the Ministry of Cooperatives and MSME and the Ministry of Home Affairs as stipulated in Article 28

of Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions. Meanwhile, based on the provisions of

Article 2 paragraph (2) and (3) of the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.05/2014

concerning the Guidance and Supervision of Microfinance Institutions, the guidance and supervision of MFI

is delegated by the OJK to the district/city government and if the district/city government the city is not

ready. The Financial Services Authority may delegate the guidance and supervision of MFI to other

appointed parties. On the other hand, for BPR, OJK has restructured problematic BPR through the Bail-in

mechanism based on the mandate of Law Number 9 of 2016 concerning Prevention and Handling of

Financial System Crisis.


